
 

 

  

 

 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSI  SULAWESI  SELATAN 

 

 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR  25  TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR  50 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden 
Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 
dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 226/PMK.07/ Tahun 2017 tentang Perubahan 

Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota 
Tahun Anggaran 2018,  maka dipandang perlu meninjau 

kembali Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 50 
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Sidenreng Rappang Nomor 50 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018;   
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 1822; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
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  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

  10. Peraturan Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005  tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
  13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 56); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 



 

 

  

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor  
12 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah       
Tahun 2017 Nomor 12); 

  17. Peraturan  Bupati  Sidenreng  Rappang  Nomor 50 Tahun 
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 

Tahun 2017 Nomor 19); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 

NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018. 
 

Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 50 
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 ( Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 19), diubah sebagai 

berikut :   

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai  
berikut : 

 

“Pasal 1 
 

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2018 semula  

Rp.1.467.338.839.000,- bertambah sejumlah      Rp 183.513.025.000.- 
sehingga menjadi Rp.1.650.851.864.000.- dengan rincian sebagai berikut :   

a. Pendapatan 
1. Semula                            Rp.1.467.338.839.000.- 
2. Bertambah  Rp.   183.513.025.000.-  

 Jumlah pendapatan  setelah      Rp.1.650.851.864.000.- 
 Perubahan  

 
b. Belanja 

1. Semula                  Rp.1.491.630.215.000,- 

2. Bertambah  Rp.   183.513.025.000,- 
 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.675.143.240.000,- 

 
Surplus/(defisit) setelah  perubahan Rp.   (24.291.376.000).-      

 

c. Pembiayaan 
1. Penerimaan 

a) Semula  Rp.     28.045.376.000.- 
b) Bertambah  Rp.             -       

Jumlah Penerimaan setelah         Rp.     28.045.376.000,- 

 perubahan 
 

 
 
 



 

 

  

2. Pengeluaran 
a) Semula  Rp.       3.754.000.000.- 

b) Bertambah  Rp.           -                
 

 Jumlah Pengeluaran setelah  Rp.       3.754.000.000.- 

 perubahan 
 

 Jumlah Pembiayaan setelah Rp.     24.291.376.000.- 
 perubahan 
  

 Sisa lebih pembiayaan Anggaran   Rp            - 
 setelah perubahan. 

 
  

(2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) dirinci lebih lanjut pada Lampiran sebagai bagian 
yang tak terpisahkan dengan Peraturan ini. 

 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 
 

 
 Ditetapkan di Pangkajene 

 pada tanggal,  4 April 2018 
   
 BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

 
 ttd 

 
     RUSDI MASSE 
 

Diundangkan di Pangkajene 
pada tanggal, 4 April 2018 

 
         SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

 
 ttd 

 
          SUDIRMAN BUNGI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR 25 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kabupaten  
      Kepala Bagian Hukum  
 

 
 

    A.M. FAISAL  
 



 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


